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Dengan maraknya pertumbuhan perbankan syari'ah rhakaagai macam
lembaga perekonomian yang berlabelkan Islam —pukeb¥wangnya, mulai dari
skala makro misalnya: asuransi syari'ah, pegadsaiami’ah, reksadana syari'ah,
pasar modal syari'ah, dll bahkan di level mikro muinembaga keuangan syari’ah
misalnya BPR Syari'ah, Koperasi Syari'ah, ddaitul Mal wa Tamwil(BMT). Di
samping bank syari’ah, untuk melayani masyarakatemgah dan bawah, Undang-
Undang juga mengizinkan beroperasinya lembaga kguaimikro yang dikenal
dengan koperasi dan jug@aitul Mal wat Tamwi(BMT).

Di kalangan masyarakat menengah dan kecil, kopel@sBaitul Mal Wat
Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang palergangkau dan
sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan tephddna pinjamanaan).
karena persoalan pinjam meminjam atau utang piudgia¢ah persoalan yang tidak
bisa dilepaskan dari kehidupan perekonomian. Dad&ala mikro, BMT cukup
ampuh menghambat tangan-tangan bank besar konmahsiang menarik dana
masyarakat pedesaan untuk diangkut ke Jakarta ukeukudian dipinjamkan
kepada konglomerat dan pengusaha besar. Di sisj k@hadiran BMT juga
membantu mengikis praktek-praktek rentenir yanghtdberlangsung lama dalam
kehidupan masyarakat pedesaan..

Menurut sejarahnya, BMT terbentuk dalam upaya msga&etimpangan
ekonomi dan kesenjangan sosial, terutama dampakiskrekonomi yang
mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuRINBUK (Pusat
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sebagai Badan Pekdgda YINBUK (Yayasan
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) telah melakukan lamglengkah strategis dan taktis

dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikasyarakat. Langkah-



langkah ini dilakukan dengan menggiatkan pembina@mgusaha kecil dan kecil
bawah melalui pengembang&aitul Maal Wat-Tamwilatau Balai Usaha Mandiri
Terpadu (BMT). Sampai saat ini, PINBUK telah berhasendorong terbentuknya
lebih dari 2.990 BMT yang tersebar di seluruh wallayindonesia (Bagian Data
Pinbuk Pusat, 10/1999). PINBUK membina usaha keuilg bersifat islami, yakni
Baitul Mal wat Tamwil(BMT), yang menggunakan badan hukum koperasi, dan
menerapkan prinsip-prinsip syari’ah dalam menjadanksahanya.

Dengan kehadiran BMT di banyak desa dan kota, gdioek sendi-sendi
ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, pendgan, kerajinan rakyat, dan
sektor-sektor informal lainnya berkembang lebirkb&iahkan berbagai usaha kecil
yang sudah mati diharapkan dapat diaktifkan hicagy tlengan bantuan pinjaman
yang mudabh.

Sekarang ini BMT merupakan lembaga ini merupakantue lembaga
keuangan mikro yang dapat dikatakan sangat suk¥edawa Tengah misalnya
terdapat BMT terbaik misalnya BMT Ben Taqwa di Grgan-Purwodadi, BMT
Binama Semarang BMT Bintoro Madani Demak, BMT Buraat Sejahtera (BUS)
Lasem dan BMT Pekajangan Klaten dll.

Berbeda dengan lembaga keuangan mikro atau GraBsdndi Bangladesh,
BMT di Indonesia ini tumbuh dari bawabadttom up)yang didukung oleh deposan-
deposan kecit.Walaupun tidak diakui sebagai lembaga keuangarbaok, namun
pada prinsipnya lembaga BMT-BMT ini telah menjalamkfungsinya sebagai
lembaga intermediasi yang mengelola dana; dariykummtan oleh masyarakat.
Dengan perkataan lain, bahwa BMT pada hakekatnyeupakan perwujudan

demokrasi ekonomi. Apalagi sebagian besar BMT lEibahukum koperasi yang

! Walaupuin awal permodalan BMT kecil, tetapi diaetan berbekal kejujuran dan semangat,
sekarang BMT telah menjadi sebuah kekuatan yanglimahihat saja misalnya, di Jawa Tengah telah
ada 358 BMT yang tergabung dalam Asosiasi BMT Jaemagah dengan total asset lebih dari Rp. 1
Trilyun. Dan bila dibandingkan dengan gerakan ssjeh Bangladesh, seperti Grameen Bank dan
variasinya, seperti ASA, BRAC, dan PROSHIKA, BMTnlga kalah dalam jumlah masifnya namun
mempunyai keunikan lain yaitu transaksi dilakukanghn sistem syariah dan pendanaan murni dari
inisiatif masyarakat lokal tidak ada donor asing, ihat dalam
http://www.dompetdhuafa.org/d.php?w=indo&x=filantiana&y=detail&z=df02889ee03fla0dde5ee4da
b73c903f diakses pada tanggal 19 Februari 2009




merupakan badan usaha yang berdasarkan azas kgkeluayang sesuai dengan
Islam. Namun Demikian lembaga keuangan mikro insimgetap dalam kritikan.

Di Semarang Jawa Tengah, perkembangan BMT menwuvah dan
diperkuat lagi dengan penelitian Rahman yang memgtikgkat kesejahteraan
kinerja keuangan 228 BMT di Jawa Tengah termasukKdta Semarang
menunjukkan bahwa 66, 23 % BMT cukup sehat, da2323p berada dalam
keadaan kurang sehat dan 3,07 dalam keadaan &Hak s

Kompleksitas masalah yang dihadapi oleh BMT tidakya pada legitimasi
dan dasar legal formal atas eksistensi BMT saj@pitelebih dari itu. Dalam
prakteknya juga menghadapi kendala operasionaklmys konsistensi penerapan
prinsip — prinsip syar’i yang menjadi sumber rujnlseegaa aktifitasnya.

Sebagai contoh keharusan adanya jaminan dalanp sédal pemberian kredit
(pembiayaan) baik menggunakan skema akad mudharafaahmusyarakah, bai al-
muarabahah, atau juga menggunakan gawdin). Hampir dalam setiap bentuk
akad yang diterapkan selalu mempersyaratkan adaargag jaminan. Padahal jika
kita melihat aturannya tidak semua akad pembiaymadit) harus disertai dengan
adanya barang jaminan. Misalnya akaaddharabah, gardul hasadtl.

Pensyaratan adanya jaminan sebetulnya menjadi kajana hal tersebut juga
tersirat menurut dalam Undang-Undang No. 10 Tahe®@81Di sana disebutkan
bahwa jaminan (agunan) merupakan “keharusan” daklperapa produk lembaga
keuangan syari’ah. Penggunaan jaminan dalam sekagbt@rsebut seakan menjadi
keharusan. Padahal jika dirunut akar syar’i, hadglam akad gadai saja yang
secara eksplisit terdapat keharusan menyerahkanngam Ini berarti ada
penyimpangan dalam operasionalisasi BMT karenatgkakemacam itu pada
hakekatnya tidak jauh berbeda dengan Praktek Bankehsional yang berprinsip
tidak ada kredit tanpa jaminan.

Masalah lain yang juga menjadbncernBMT adalah masalah implementasi
penerapan hukum jaminan. Dalam lembaga keuangawehksional, kegiatan

pinjam-meminjam Kredit) dilakukan dengan menggunakan pembebanan hak

2 RahmanPengaruh Religisiutas dan Etika Kerja Islam terhpdéinerja Lembaga Keuangan
Mikro Syari'ah Penelitian Individual, Semarang: Puslit IAIN W&aihgo, 2005



tanggungan atau hak jaminan sebagaimana telahr dialam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang pakan pelaksanaan dari
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahunl1960 tentangahirUndang Pokok
Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari Igabdipotek atas tanah. Akan
tetapi di banyak BMT, masih sedikit BMT yang tel@enerapkan hukum jaminan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Singkatnya, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun6 1@htang Hak
Tanggungan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 199@ngniaminan Fidusia,
bahwa salah satu syarat jaminan adalah harus aiklaft ke kantor pendaftaran
jaminan® dan cara eksekusinya adalah dengan prosedurtteseimagaimana diatur
dalam peraturan tersebut.

Akan tetapi Fenomena “jaminan” dalam praktek di dsapa Lembaga
Keuangan Mikro Syari'ah baik bank maupun non bakhkyususnya Lembaga
Keuangan Mikro Syari'ah berbentuk BMT yang melayaaisyarakat dalangfass
root” yang notabenenya adalah masyarakat menengah weahbmenjadi sangat
variatif dan beragam. Bervariasi tidak hanya dal@ntuk barang yang dijadikan
sebagai “jaminan” saja akan tetapi juga model malakan eksekusinya di lapangan.
Bahkan ada juga ada beberapa lembaga keuangammeamgalurkan kredit tanpa
jaminan?

Dalam konteks inilah, maka menurut hemat penuliswdamenjadi sangat
relevan untuk dikaji tentanignplementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan
Mikro Syari'ah (Studi KasusBMT di Kota Semarang)

A. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akambahas permasalahan
sebagai berikut:

% Lihat ketentuan dalam Pasal 11 — 18 Undang-Undémg42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia serta Peraturan Pemerintah No. 29 —r84ng tata cara pelaksanaan eksekusinya.

* Misalnya pembiayaan dengan akad berbei@akdul Hasan Yakni pemberian pembiayaan
dengan jumlah yang relative sedikit dan biasanyzerikan dengan ketentuan khusus. Karena dananya
bersumber dari dana-dana zakat, Infaq dan ShoadZthpada BMT. Lihat dalam Muhammad Syafi'i
Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktikakarta : Gema Insani Press, 2001. Hal. 128-129.



1. Bagaimanakah konsep hukum jaminan yang menjadatardoperasional dari
Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah ?

2. Bagaimanakah implementasi hukum jaminan yang dikeraoleh BMT di Kota
Semarang?

3. Bagaimanakah akibat hukum penerapan hukum jamimham BMT di Kota

Semarang?

B. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diardikatas, maka penelitian
ini bertujuan :

1. Untuk memahami konsep hukum jaminan menurut sy&iam dan peraturan
perundangan lainnya yang menjadi landasan opegrdsidari Lembaga
Keuangan Mikro Syari'ah

2. Untuk memahami implementasi hukum jaminan yangrajiean oleh BMT di
Kota Semarang

3. Untuk memahami akibat hukum penerapan hukum jamataim BMT di Kota

Semarang.

C. Kerangka Pemikiran
Menurut operasionalisasi BMT khususnya dalam meikdrerpembiayaan
terdapat beberapa skema akad yang digunakan, arm@éma musyarakah,
murabahah, mudharabah, ba'i bi tsaman ajil, qardhaisan,dll.> Akan tetapi yang
paling dominan adalaimurabahah dan Bai Bitsaman Ajil Hal tersebut karena
dengan akad tersebut BMT lebih terjamin keuntungang diperoleh dari pada

menggunakan skema pembiayaan dengan menggunaldlaskeya.

1.Hukum Jaminan dalam Hukum Positif di Indonesia
Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagaiatpean perundang-
undangan yang mengatur jaminan dalam rangka melakaa sistem kehati-hatian

(prudentia) yang harus dilakukan oleh indutri perbankan, tmuk perbankan

® Wahab Zaenuri, &bankan Syari’ah:Konsep dan Perkembangannnya, 8emaJurnal Al-
Ahkam, Edisi Il Volume XVI, 2004, hal — 11



syari'ah. Peraturan perundang-undangan terseldataatain dapat dilihat dalam

ketentuan-ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentanpaP&an, yang telah diubah
dengan UU No. 10 Tahun 1998, peraturan perundadgagan Bank Indonesia dan
KUH Perdata. Berikut akan disebutkan beberapa gesanhdang-undangan di atas

yang terkait dengan urgensitas jaminan di perbankan

a. Dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada Radah penjelasanya, Pasal 8
ayat (1) serta Pasal 12 A ayat (1) berikut ini:

“...Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdkaa prinsip syari’ah,
Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkatissmgang mendalam
atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupdmtuwteuntuk melunasi
hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimakssdasalengan yang
diperjanjikan” (Pasal 8 Ayat (1))

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syah’aang diberikan bank
mengandung resiko, sehingga dalam peleksanaannyank baarus
memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaemarkan prinsip
syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko teaselpaminan pemberian
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syarittlam arti keyakinan atas
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajyr sesuai dengan yang
diperjanjikan merupakan faktor penting yang harugedhatikan bank. Untuk
memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikedit,k bank harus
melakukan penilaian yang seksama terhadap watakpakguan, modal,
agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.ndvtegat bahwa agunan
sebagai salah satu unsur pemberian kredit, makeb#égderdasarkan unsur-
unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas &eypuan Nasabah Debitur
mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berapanly, proyek atau hak
tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutBanah......”’(penjelasan
Pasal 8 Ayat (1))

“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agurbaik melalui
pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkamypeahan secara
sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuastuk menjual di luar
lelang dari pemilik agunan dalam Nasabah Debitudak memenuhi
kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agussag ¢ibeli tersebut wajib
dicairkan secepatnya.(Pasal 12 A Ayat (1))

b. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/1/RB03 tentang kaualitas
Aktiva Produktif Bagi Bank Syari’ah Pasal 2 (ayagtdan penjelasannya, dan
pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'aloriesia) tahun 2003
Bank Indonesia:



Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produkdijibwdilaksanakan
berdasarkan prinsip kehati-hatigRasal 2 (ayat 1))

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalamapaman dana yaitu
penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkah: Analisis kelayakan
usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya rfak@®@ (Character,
Capital, Capacity, Condition ofeconomy & Collatera2). Penilaian terhadap
aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemanmpeiioayar(Penjelasan
Pasal 2).

“Pada prinsipnya dalam pembiaayaan mudharabah tiddipersyaratkan

adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazberupa penyimpangan
oleh pengelola dana, pemilik dana dapat memintanamdari pengelola dana
atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkapabila pengelola dana
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal gatelah disepakati

bersama dalam akad(PAPSI 2003, hal. 58)

c. Dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan Pasal 1132ibari:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerakupun yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru @d&emudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatannya pessgan.” (Pasal 1131)

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama $&gua orang yang
mengutangkan padanya; pendapatan penjualan beedddd itu dibagi bagi

menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnyéampg masing-masing
kecuali apabila di antara para berpiutang itu adsan-alasan yang sah untuk
didahulukan. (Pasal 1132)

2. Skema Pembiayaan dalam Hukum lIslam
Dalam Sistem ekonomi Islam, pembiayaan dikenallalsti yaitu
Mudharabah. IstilahMudlarabah digunakan untuk menyebut satu bentuk
aktifitas bisnis di mana seseorang memberikan dajuimarta atau modal kerja
kepada orang lain untuk diperdagangkan yang kegaturya dibagi menurut
kesepakatan awal, sedangkan kerugiannya ditanggaehgoemilik modal. Kata
mudlarabahsendiri berasal dari katal*dlarb” yang semakna dengan kata-"

safar’ (bepergian) karena lazimnya berdagang itu idedgkgan bepergigh.

® ‘Abd al-Rahman al-JazairKitab al-Figh ‘ala Madzahib al-Arba’ahBeirut: Dar al-Kutub al-
‘llmiah, 1990, juz Ill, hal. 34.



Dalam peristilahan figh, kataudlarabahbersinonim dengan kataradl/muga-
radlah.” Dinamakangiradl ataumugaradlah berasal dari kataat-gardl” yang
bermakna al-qath’ (memotong), karena pemilik modal seolah memberika
sepotong dari hartanya untuk dijalankan dengan apatdsatu bagian dari
keuntungannyd. Pada umumnya para fugaha mendefinisikandlarabah
dengan “agad antara dua orang di mana salah satben&an harta yang
dimilikinya untuk diperdagangkan dengan prosengasmbagian keuntungan
yang jelas dengan mengacu pada syarat-syaratttétfen

Landasan hukummudlarabah yang didasarkan pada Al-Qur'an oleh
fugaha dikaitkan dengan keumuman perintah Al-Quuatuk melakukan usaha
dalam rangka mendapatkan karunia Allah. Sedangkadakan sunnahnya
antara lain didasarkan riwayat lIbnu Abbas yang negikédn hartanya untuk
agadmudlarabahdengan menetapkan persyaratan-persyaratan teyamnguhal
itu dibolehkan oleh Nabi. Juga riwayat Ibnu Majamg mengemukakan sabda
Nabi bahwamuqaradlahtermasuk salah satu dari tiga hal yang mengandung
keberkaha® Mudlarabah juga dikatakan memiliki landasan ijma’, dimana
diriwayatkan bahwa segolongan sahabat menyerahdwda Anak yatim secara
mudlarabahdan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkasehingga
dapat dipandang sebagai ijmt&’Sedangkan landasan giyasnyaydlarabah
disamakan dengamusagahyang memang menjadi hajat kebutuhan masyarakat
yang bervariasi kekayaan dan kemampuan usahangayaag hanya memiliki
modal dan ada yang hanya memiliki keahlian usala&amqad ini disyari’atkan
untuk memenuhi hajat dua pihak tersebut, berdasd&aah bahwa Allah tidak

" Pada umumnya, istilamudlarabahdipakai oleh ahlul-‘lraq. Sedangkan ahlul-hijazmedai
istilah giradl. Lihat: Kamil MusaAhkam Al-Mu’amalgtBeirut: Muassasah Al-Risalah, 1994, hal. 344

8 «Abd al-Rahman al-Jazairi,oc.Cit.
° Ibid.

19 Riwayat hadits-hadits tersebut dikutip oleh WahbkZuhaili dalam: Wahbah al-Zuhaif\-
Figh al-Islami wa Adillatuh Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, Juz IV, hal. 837-838.

1 bid., hal. 838.



mensyari'atkan agad-agad kecuali untuk kemaslahptaa hamba-Nya dan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan meteka.

3. Konsep dan Aplikasi Gadai menurut Ekonomi Islam

Gadai termasuk salah satu mekanisme penting dal@mg upiutang,
dengan kemudahan serta kelebihan tersendiri. Dislam gadai secara eksplisit
sudah diatur sejak masa Nabi dengan istidin, yang disebutkan baik dalam
Al-Quran'® maupun hadié. Selaras dengan misi Islam sebagai agaaha
matan lil-‘alamin maka gadai pun memiliki aturan normatif yang dapenjaga
keselarasannya dengan prinsip ajaran Islam dalamuagnalah. Seiring dengan
perkembangan kondisi kehidupan, aplikasi gadaktiddepas dari interpretasi
teoritis maupun praktis dalam kehidupan umat Isfiaimerbaagai belahan dunia,
salah satunya adalah munculnya sebuah lembagagiegad

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegratmaminkan
barang-barang berharga kepada pihak tertentu, menaperoleh sejumlah uang
dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembaliasedengan perjanjian
antara nasabah dengan lembaga gadaalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Pasal 1150, gadai adalah suatu hak ygegobih seseorang yang
mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Diantmrang bergerak

12 1bid., hal. 839.

13 Salah satu ayat yang menerangkan tentang gadahaaleBagarah : 283, yang artinyalika
kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak sedanai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan ydipggang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Mak@daklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwad#epllah Tuhannya; dan janganlah kamu (para
saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapg ynenyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Malengetahui apa yang kamu kerjakan.

14 Berdasarkan suatu hadits riwayat Imam Bukhari aRasulllah juga pernah menggadaikan
baju besinya untuk membeli makanan. Adapun redeldits tersebut adalah sbb:

G e () pals o e Luh@iuhuwmduu)s;m e&\f\@}\@;ﬂhﬂ\dwuwtméuh&
Asulll e Alile (o) Al e O (8 JTa AT e Ty (670 Ulada (e (52560 ) Jal A 4

5 Kasmir,Bank dan Lembaga Keuangan Lainnyakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002,
hal. 245.



tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutaigarang yang mempunyai

hutang atau oleh orang lain atas nama orang yantpomgyai hutang®

Gadai sebagai sebuah lembaga memiliki cikal bakal #alia yang
kemudian berkembang keseluruh dataran Eropa, teimbai sebagai sebuah
akad/perjanjian sudah ada aturan normatifnya ddilam. Perjanjian gadai
dalam Islam ini dikenal dengan istilegthn.*’

Definisi Rahn dalam terminologi figh adalah menahamatu barang
dengan suatu hak yang memungkinkan dapat diperatib@rang tersebut,
artinya barang tersebut dijadikan penguat ataunamiterpenuhinya hak ter-
sebut:®

Antararahn dan gadai konvensional, memiliki sisi persamaasatinping
ada sisi perbedaannya. Persamaan gadai deradp@nantara lain: baikrahn
maupun gadai berlaku atas pinjaman uang, adanyaaagsebagai jaminan
utang, ketidakbolehan mengambil manfaat barangigaddaa penjualan atau
pelalangan barang gadai ketika batas waktu pinjamang telah habis.
Sedangkan perbedaeahn dan gadai konvensional antara lain :

1. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atsardtolong
menolong tanpa mencari keuntungan: sedangkan gaéaurut hukum
perdata di samping berprinsip tolong menolong jugenarik keuntungan
dengan cara menarik bunga atau sewa modal yarigpkita.

2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaka padda yang bergerak;
sedangkan dalam hukum Islamahn berlaku pada seluruh harta, baik harta
yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

3. Dalamrahn menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang

'8 Sofiniyah Ghufron, (ed.Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syari'ddkarta ; Renaisan,
2007, hal. 16.

" Konsep, Operasionalisasi dan Prospek Pegadaian riaBya di  Indonesia,

http://www.vibiznews.com/diakses 10 Mei 2008, hal. 2.

18 Wahbah Al-Zuhaili Al-Mu’amalat Al-Maliyyah Al-Mu’ashirah Buhuts Wa feava Wa Huly|
Beirut : Dar Al-Mu’ashirah, 2002, hal. 82.
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4. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan mesalaiu lembaga yang di
Indonesia disebut Perum Pegadaiamahn menurut hukum Islam dapat
dilaksanakan tanpa melalui suatu lemb5ga.

Untuk lebih detailnya, berikut dikemukakan beberagaris besar
normativitas gadai dalam hukum ekonomi Islam. Ateaiguran normatif ini ber-
sumber dari Al-Quran, Al-Hadits yang diinterpratakeh pendapat para ulama.

Ketentuarrahn dalam Al-Qur’an antara lain surah Al — Bagaraht 2&8.
Sedangkan dalam Sunnah Rasul misalnya riwayat balalkapernah membeli
makanan dari seorang Yahudi dengan harga yangndiutiengan jaminan
berupa baju besiny3.

Dalam akadahn (gadai), ada istilah-istilah tehnis sepeatiin (peminjam
yang menggadaikan barangnyajurtahin (pemberi pinjaman yang menerima
gadai),al-marhun(barang yang digadaikan) danmarhun bih(hutang)**

Rahin menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesusajateyang
disepakati dalam batas nilai jaminannya, dan i&kdveajiban menyerahkan
barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlahahgt yang dikehendaki
kepadamurtahinSetelah jatuh tempaahin berkewajiban membayar kembali
hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima paa @erjanjian hutang,

dan ia berhak menerima barang yang menjadi tangguingtangnya?

D. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan

9 Muhammad & Sholikul HadPegadaian Syari'ahJakarta : Salemba Diniyah, 2003, hal. 42-

43. Lihat pula : Abdul Azis Dahlan, (et.algnsiklopedi Hukum Islapdakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,
1999, Jilid 2, hal. 387.

2 Muhammad Syafi'i AntonioBank Syari'ah dari Teori ke Praktiklakarta : Gema Insani

Press, 2001. Hal. 128-129.

2L Abdul Azis Dahlan, €t.al), Ensiklopedi Hukum IslamJakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,

1999, Jilid 5, hal. 1481.

22 Konsep, OperasionalisasiQp.Cit, hal. 3-4.
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Metode pendekatan pada penelitian ini yuridis ndiffid Pendekatan
yuridis normatif terutama dipergunakan dalam meggapkan kaidah-kaidah
normatif yang terdapat dalam hukum Islam, baik ybegumber pada al-Qur’an,
as-Sunnah, kitab — kitab figh, dan peraturan pengdindangan yang terkait
tentang jaminan, maupun bahan-bahan lain yangitedeak dari sumber-sumber
yang didokumentasikan maupun informasi lisan darasumber yang menguasai
bidang ini.

Pendekatan yuridis normatif dipakai dalam peneliiia digunakan untuk
menggali informasi tentang implementasi hukum jamiryang diterapkan oleh
BMT — BMT di Kota Semarang,

2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaituemaparkan, menggambarkan
atau mengungkapkan hukum jaminan dalam hukum Iglanaturan perundangan,
maupun bidang kajian lain yang terkait, yang beale@ndengan hukum jaminan

dan relevansinya dengan peraturan yang berlakwddnksia.

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian bemgta sekunder. Data
sekunder ini diperoleh dengan melihat pada laptaporan lembaga pengelola
yang terdokumentasikan dan literatur-literatur yeglgvan dengan penelitian ini.
Data — data yang digunakan antara lain:
a.Bahan Hukum Primer: Al-Quran dan Hadits, khususayat — ayat yang
menjelaskan tentanghn (gadai), disamping itu juga undang — undang yang
terkait dengan Jaminan misalnya UUHT, Fidusia skedieum Islam tentang
Gadai dan Kafalah.

% Dalam bahasa Soetandyo Wignyosoebroto pendekaiag wipakai di sini pendekatan
doktrinal. Soetandyo Wignyosoebroto, “KeragamaraiaKonsep Hukum, Tipe Hukum dan Metode
Penelitiannya”, makalah disampaikan Pelatihan Rernetnaga Edukatif IAIN Walisongo tanggal 1
Oktober s/d 27 Desember 1996, terutama hal. 5-9 daf7. Atau, menurut istilah Ritzer, disebut
penelitian yuridis-empiris (penelitian terpadu damgparadigma ganda). George RitZgosiologi limu
Pengetahuan Berparadigma Ganddimandan(Penyadur) Jakarta : Rajawali Pers, 1992, hal. 174-5.
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b. Bahan Hukum Sekunder: buku-buku, hasil-hasil p&asli tulisan, makalah
yang membahas tentang hukum jaminan, BMT

c.Bahan Hukum Tersier, meliputi: kamus hukum, Engikidi.

Oleh karena penelitian ini lebih menitikberatkardgpaendekatan yuridis-
normatif, di mana sumber utamanya adalah data sekunmaka teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah: Studi ks@en(library research)
dan studi dokumen yaitu melalui studi bahan — bghastaka dan dokumentasi
dengan cara menginventarisir dan memahami berbsiggahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan data sekunder yang lbensidfik.

4. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul sebagaimana dimaksud di atasidi@n diidentifikasi
dan dikategorikan dalam suatu sistematika tertesglanjutnya dianalisis dengan
menggunakan analisis deskriptif dengan berfikir tikff Data tentang
operasionalisasi BMT khususnya tentang konsep hukjaminan dan
implementasinya yang diterapkan oleh salah satulaberapa BMT yang serupa
akan dijadikan satu kategori, dan kemudian akamndparasikan dengan data
yang diperoleh pada BMT lainnya yang berbeda dekg#mgori yang pertama.
Dengan demikian akan diketahui tata cara sertah@eyang terkait dengan
implementasi hukum jaminan.. Karakteristik dataggag masih berbentuk kata
verbal menjadikannya memerlukan olahan sejak daenutiskan hasil
penelitian® Dengan kata lain, analisis dilakukan terus menemjsk proses
pengumpulan data hingga penyajiannya. Dan hal nénge bahwa analisis
dilakukan dengan mengacu pada kerangka pemikiertséersebut di atas. Dari
hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulgang pada dasarnya

merupakan jawaban atas permasalahan yang diargkat genelitian ini.

4 Sutrisno Hadi,Metodologi Research Jilid lyayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,
Yogyakarta; 1984, hal. 19, lihat juga dalam Burhfshshofa,Metode Penelitian Hukum,Jakarta :
Rineka Cipta, 1998, hal. 49

% Baca, misalnya, Noeng MuhajdiMetodologi Penelitian Kualitatif.edisi Ill, cetakan 8
Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998, hal. 29.
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Konsep Hukum Jaminan Menurut Peraturan Perundangan
Dasar hukum jaminan, saat ini masih tersebar didgzi ketentuan, antara
lain :
1. KUHPerdata, dalam :
a) Pasal 613 Mengenai Cessie;
b) Buku Kedua Bab Ke-20 Pasal 1150 s/d 1160 Tentangiiza
c) Buku Ketiga Bab Ke-4 Tentang Hapusnya Perikatara§apg Mengenai
Utang Piutang;
d) Buku Ketiga Bab Ke-17 Pasal 1820 s/d 1850 TentampafRggungan Utang
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pékp&ria,;
Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan

o b~ 0N

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tamgmu Atas Tanah

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah;

6. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubalas Wndang-Undang
No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

7. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminarckag

8. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasi

(a) Jaminan Fidusia
Dengan lahirnya Undang-Undang No. 42 Tahun 199%ahgn Jaminan

Fidusia meliputi benda bergerak baik yang berwupalipun yang tidak berwujud
dan benda tidak bergerak khususnya bangunan, lkaliths tanah yang tidak dapat
dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud ddldnmNo. 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Pasal 1 UU Fidusia memberilagtasan pengertian
sebagai berikut : Fidusia adalah pengalihan hakréikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yangemanKkikannya dialihkan
tetap dalam penguasaan pemilik benda.
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Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas bendarb&rgaik yang berwujud
maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerakddnysm bangunan yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaledaich UU No. 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalamupsagn Pemberi Fidusia,
sebagai agunan pelunasan hutang tertentu, yang enerkbdudukan yang
diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap krdditunya.

Dari definisi yang diberikan tersebut di atas jébathwa Fidusia dibedakan
dari Jaminan Fidusia, dimana fidusia merupakangsrpgngalihan hak kepemilikan
dan jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikdand bentuk fidusia. Ini berarti
pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undanddog No. 42 Tahun 1999
adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimadalaghfiducia cum creditore
contracta(janji kepercayaan yang dibuat dengan kredituratdikan bahwa kreditur
akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepaatlitur sebagai jaminan
atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur mdengalihkan kembali
kepemilikan tersebut kepada debitur apabila hutgmgndah dibayar lunas).

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal lembaga jamifidusia dalam bentuk
"fiduciare eigendoms overdracht” atau disingkat Figghg berarti pengalihan hak
milik secara kepercayaan. Pranata jaminan FEO imbul berkenaan dengan
ketentuan dalam pasal 1152 ayat 2 KUHPerdata yaeggatur tentang gadai.
Sesuai dengan pasal ini kekuasaan atas benda igadpittan tidak boleh berada
pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibdtiiawa pemberi gadai tidak
dapat mempergunakan benda yang digadaikan unt@lkap usahanya. Ketentuan
pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia menyatakan balamginan Fidusia adalah hak
jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud amatigak berwujud dan benda
tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak ddjpetbani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996amgnHak Tanggungan
yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Figlelségai agunan pelunasan
hutang tertentu, yang memberi kedudukan yang daitam kepada penerima
Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Ini berarti Undang-Undang Jaminan Fidusia secagastemenyatakan

jaminan Fidusia adalah agunan kebendaak€lijke zekerheid, security right in
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rem) yang memberi kedudukan yang diutamakan kepadaripesm Fidusia, yaitu
hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. hakidak hapus karena adanya
kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia (pa®a ayat (3) Undang-Undang
Jaminan Fidusia). Dengan demikian tidak ada alas#gnk menyatakan bahwa
Jaminan Fidusia hanya merupakan perjanjian obliggémg melahirkan hak yang
bersifat perorangan bagi kreditur.

Pasal 4 UU Jaminan Fidusia juga secara tegas nadayabahwa jaminan
fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatujage&n pokok yang
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memersuatu prestasi yang
berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu agkubitbuat sesuatu yang dapat
dinilai dengan uang, sebagai suatu perjanjian assg®erjanjian jaminan fidusia
memiliki sifat sebagai berikut :

1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok

2) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah yiaganjanjian pokok

3) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapdtsdiiakan jika ketentuan
yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atkk dipenuhi

Menurut PP No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Carad®amdn Jaminan Fidusia

pasal 1, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan sabagai dimaksud dalam Pasal 1

angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentaminan Fidusia.

Dalam Pasal 2 PP ini disebutkan :

1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukaadielglenteri

2) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dimakswaindalat (2) dikenakan
biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturaneripéam tersendiri
mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaidraasud dalam ayat 2
(dua) dilengkapi dengan :
a. Salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminasi&jd
b. Surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk ukealakpendaftaran

Jaminan Fidusia;

c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusgdagaimana

dimaksud dalam ayat (3)
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Seperti yang telah diuraikan di atas Jaminan Feduahir dari suatu atau
diberikan dalam bentuk perjanjian. Namun demikianjgnjian ini tidak berdiri
sendiri karena untuk timbulnya perjanjian pemberizgaminan Fidusia harus
didahului oleh perjanjian dasar / perjanjian pokaku perjanjian yang melahirkan
hutang piutang antara debitur dan kreditur, yangartautangnya tersebut kemudian
dijaminkan pelunasannya dengan Jaminan Fidusigehlets Dengan demikian
perjanjian penjaminan fidusia hanya merupakan pgaja assesoir. Biasanya dalam
memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkaaritean bahwa debitur atau
pihak lain yang disetujui oleh debitur dan kreditsecara bersama-sama,
berkewajiban menyerahkan barang-barang tertentuadeepkreditur (sebagai
penerima fidusia) untuk menjamin seluruh pelunakatang debitur tersebut.
Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia iarajitkan dapat menampung
kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jamimsid&isebagai salah satu
sarana untuk membantu kegiatan usaha dan membédmastian hukum kepada

para pihak yang berkepentingan.

(b) Hak Tanggungan

Undang-Undang Hak Tanggungan memberi definisi "Mlakggungan” atas
tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengah yamg selanjutnya disebut
Hak Tanggungan sebagai berikut pasal 1 ayat (1) DUHak Tanggungan adalah
hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanagaeiana dimaksud Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasakpgookok agraria, berikut
atau tidak berikut benda-benda lain yang merupskéunkesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikaudikan yang diutamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

Hak Tanggungan yang diatur UU No. 4 Tahun 1996 pakan hak jaminan
atas tanah yang sering dipakai dalam penyaluratitkdoank. Apabila suatu kredit
diikat dengan hak tanggungan, maka jika debitukanganji tanah yang dijadikan
agunan dapat dieksekusi secara paksa. Bank tidék Iperperkara ke pengadilan
yang memakan waktu lama, tenaga besar dan biayalndnk dapat langsung
meminta kepada pengadilan agar mengeksekusi b@geangan untuk selanjutnya
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dijual lelang. Hak Tanggungan ini merupakan peiggnpengikatan barang jaminan
dalam setiap pelaksanaan perjanjian kredit selj@@yg@njian ikutan atau accesoir,
yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjieredit, yang mana sebelum
berlakunya undang-undang No. 4 Tahun 1996 ini petgn barang jaminan
dilakukan dengan Hipotik ataupun creditverband. et ketentuan pasal 1162
KUHPerdata ditegaskan, "Hipotik adalah suatu hakekelaan atas benda-benda
yang tak bergerak untuk mengambil penggantian ddaipya bagi pelunasan suatu
perikatan” Pemberian hipotik ini hanya dapat dikeami terhadap benda-benda yang
tak bergerak, yang dalam perjanjian kredit bankberupa hak atas tanah. Sedang
lembaga jaminan creditverband ini adalah suaturjamiatas tanah berdasarkan
Koninklijk Besluit tertanggal 6 Juli 1908 Stb. 1908omor 542. Dalam isi
konsiderans Koninklijk Besluit Stb 1908 Nomor 54Z3sabutkan, bahwa
creditverband ini dimaksudkan untuk memberikan kgxsdan kepada orang-orang
pribumi atau Bumi Putera yang meminjam uang danblega-lembaga perkreditan
untuk memberikan jaminannya berupa tanah yang ndiépgan hipotik. Setelah
berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentakgtéinggungan ini, maka
keberadaan hipotik serta creditverband sebagai dgemjaminan sudah tidak
berlaku lagi dan satu-satunya lembaga jaminan Ymettaku di Indonesia adalah
Hak Tanggungan seperti yang diamanatkan oleh keterRasal 57 UUPA.
Pemberian hak tanggungan ini pada dasarnya hardsttului dengan
adanya janji untuk memberikan hak tanggungan selp@g@an pelunasan hutang
tertentu dalam perjanjian kredit, yang dituangkawnlalam dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari perjanjian hutang-pigtatau perjanjian kredit bank
sebagai perjanjian pokok ataupun perjanjian lainggag menimbulkan suatu
hutang seperti perjanjian pengakuan hutang. Dalakigknya proses pembebanan
hak tanggungan dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu :
1) Tahap pemberian hak tanggungan, yaitu dengan diptma akta pemberian
hak tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta TanahTP&¥hagai pejabat yang
berwenang untuk itu, setelah terlebih dahulu dipattperjanjian kredit bank

yang dipinjam.
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2) Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yeargraenerbitkan sertifikat
hak tanggungan yang dibebankan.

Pembuatan atau penerbitan suatu akta hak tanggimagasiah diperbuat di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagmbad yang berwenang
untuk itu seperti yang ditegaskan dalam Pasal Hd @) Undang-Undang No. 4
Tahun 1996 yang menyebutkan, pemberian hak tanggumijakukan dengan
pembuatan Akta pemberian hak tanggungan oleh PRAilias dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembebanan hak tanggungan, dalam praktek daiga didahului
dengan pemberian Suatu Surat Kuasa MembebankanTHiagggungan sebelum
pembuatan akta hak tanggungan oleh pihak pemiils pemberi hak tanggungan
ataupun nasabah kepada pihak bank untuk selanjpthgl bank diwajibkan untuk
membuat akta hak tanggungannya atas barang jamyemy mana hal ini
tergantung kepada kesepakatan.

2. Konsep Jaminan dalam Hukum Islam
Secara umum, jaminan dalam hukum Islafighj dibagi menjadi dua;
jaminan yang berupa orangefsonal guaranfy dan jaminan yang berupa harta
benda. Yang pertama sering dikenal dengan idtilaiman atau kafalahSedangkan

yang kedua dikenal dengan istilahn.

a. Kafalah

Secara etimologikafalah berartial-dhamanah, hamalaldanza’amah,
ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sayakni menjamin atau
menanggund®. Sedangkan menurut terminologi Kafalah didefinisilsabagai:
“Jaminan yang diberikan olekafiil (penanggung) kepada pihak ketiga atas

kewajiban/prestasi yang harus ditunaikan pihak &gtrtanggung)®’

% Wahbah ZuhailiAl-Figh al-Islamy wa AdillatuhuBeirut: Dar al-Fikr, 2002, cet. 6, hal. 4141

%" Kafalah diisyaratkan oleh Allah SWT. pada Al-Qur'Surat Yusuf ayat 72; yang artinya :
“Penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja darang siapa yang dapat mengembalikannya akan
memperoleh makanan (seberat) beban unta dan akjgmenterhadapnyadan juga hadis Nabi saw;
“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamimdaklah membayar” (H.R. Abu Dawud).
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Dalam Hukum Islam, akaKafalah dinilai sah apabila memenuhi rukun
dan syarat, yaitu:

Kafiil (orang yang menjamin),

Makful lah (orang yang berpiutang/berhak menerima jaminan),
Makful ‘anhu(orang yang berutang/ yang dijamin),

Madmun binataumakful bih(hutang/kewajiban yang dijamin),

ok~ 0N E

Lafadz ijab qabuf®

Kafalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kafalahgaa jiwa kafalah bi
al-nafg dan kafalah dengan hartkatalah bi al-magl. Kafalah dengan jiwa
dikenal pula dengarKafalah bi al-Wajhj yaitu adanya kesediaan pihak
penjamin &al-Kafil, al-Dhamin atau al-Za’in) untuk menghadirkan orang yang

ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggunsak{ul lah).

Kafalah yang kedua ialah kafalah harta, yaitu kéweaj yang mesti
ditunaikan olehdhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa
harta. Kafalah harta ada tiga macam, ygiertama kafalah bi al-Dayn yaitu
kewajiban membayar hutang yang menjadi beban olaing kedua kafalah
dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyeradhdiada-benda tertentu
yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalieaang yang di-ghashab
dan menyerahkan barang jualan kepada pemketiga kafalah dengan ‘aib,
maksudnya adalah jaminan bahwa jika barang yawogldigrnyata mengandung
cacat, karena waktu yang terlalu lama atau kareslehdl lainnya, maka
penjamin (pembawa barang) bersedia memberi jamkegada penjual untuk

memenuhi kepentingan pembeli (mengganti barang gaoat tersebut).

. Rahn.

Secara etimologi, kat@-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akald
rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan bargaminan/agunan.

28 |pid, hal. 4152-4161.
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Sedangkan menurut istilabr-rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya
sebagai jaminan utang yang bersifat mengiat

Berdasarkan definisi yang berasal dari ulama mduahaliki tersebut,
obyek jaminan dapat berbentuk materi, atau manfdahana keduanya
merupakan harta menurut jumhur ulama. Benda ygagikian barang jaminan
(agunan) tidak harus diserahkan secara aktuapitetdeh juga penyerahannya
secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagangan{agunan), sehingga

yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertié&a@h)*°

Berbeda dengan definisi di atas, menurut ulama i'ghf dan
Hanabilah, arahn adalah:Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang,
yang dapat dijadikan pembayar utang apabila oraagg berutang tidak bisa

membayar utangnya ittt

Definisi ini mengandung pengertian bahwa baranggyhaleh dijadikan
jaminan (agunan) utang itu hanya yang bersifat matidlak termasuk manfaat
sebagaimana yang dikemukakan ulama madzhab MBEkang jaminan itu boleh
dijual apabila utang tidak dapat dilunasi dalam wakang disepakati kedua belah
pihak.

Rahn dinilai sah menurut hukum Islam, apabila tet&dmenuhi rukun dan
syarat sebagai berikut:

a. Kecakapan bertindak hukum,
b. shigat(lafal).
c. al-marhum bihi(utang)
d. al-marhun(barang yang dijadikan agunatf).
Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fagiakat menyatakan bahwa

ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yarghmtkan itu secara

29 Ad-Dardir Syarh al-Shagir bi Syarh ash-ShaMesir : Dar al-Fikr, 1978Jilid 11, hal. 303.
% |bid. h. 325.

31 |bnu 'Abidin, Radd al-Muhktar ‘ala ad-Durr al-MukhtarBeirut: Dar al-Fikr, 1963, Jilid V,
hal. 339, lihat juga As Sarakhsi-Mabsut Beirut: Dar al Fikr, tt., Jilid XXI, hal. 63.

% Imam al-KasaniBada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara’iKairo: t.pn, 1969, Jilid VI, hal. 125
dan lihat juga Ibnu 'abidi®p.Cit, Jilid V, hal. 340
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hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dag yamg dibutuhkan telah
diterima peminjam uang. Apabila barang jaminanbguupa benda tidak bergerak,
seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tatehsurat-surat rumah itu yang
dipegang oleh pemberi utang. Syarat yang terald@sgmpurnaan aehn) oleh
para ulama disebut sebaggabdh al-marhun(barang jaminan dikuasai secara
hukum). Syarat ini menjadi penting karena Allahadalsurat al-Bagarah, 2: 283
menyatakan fa rihanunmagbudhah(barang jaminan itu dikuasai [secara hukumy).

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pernbtang, maka akad
ar-rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh Isetva utang itu terkait
dengan barang jaminan, sehingga apabila utang ddpét dilunasi, barang jaminan
dapat dijual dan utang dibayar. Apabila dalam pa&aju barang jaminan itu ada
kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemilikify

Dari uraian tentang kedua konsep jaminan di atdas jbahwa eksistensi
jaminan diakui dalam hukum Islam. Untuk jaminan galiberikan oleh pihak lain
atas kewajiban/prestasi yang harus dilaksanakdn mlek yang dijamin (debitur)
kepada pihak yang berhak menerima pemenuhan kewngpitestasi (kreditur)
disebut dengakafalah Sedangkan jaminan yang terkait dengan benda/liang
harus diberikan debitur (orang yang berhutang) #epéareditur (orang yang
berpiutang) disebut dengaahn.

Adapun konsep tentang pengikatan agunan dalam hulsleem (figh)
terdapat dalam pembahasan tentarain yang merupakan bentuk jaminan
kebendaan dalam hukum Islam sebagaimana yangdeledikan di atas. Hal yang
menarik yang perlu mendapat penekanan kembali ngnpersoalan rahn dalam
kaitannya dengan pengikatan agunan adalah bebgvamalan berikut ini;
pertama bahwa akad rahn merupakan akad yang bersitaessoir (ikutan,
tambahan),kedua penguasaan obyek rahn (al-gabgiossession tidak dalam
bentuk penguasaan fisik tetapi berupa bukti suegekiilikan, DarKetiga, akibat

hukum yang lahir dari akad rahn?

% |bn Rusyd,Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugtashidl, hal. 268 ; Imam al-Kasani,
Op.Cit, hal. 135 dan ad-Dardir,fCit., Jilid Ill, hal. 264
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Dari uraian tentang beberapa akibat hukum yang olsetelah sempurnanya
akad rahn tersebut, maka dapat ditarik kesimpuddmvh ternyata terdapat kesamaan
antara konsep pengikatan jaminan melalui lembaga@n dalam sistem perundang-
undangan di Indonesia dengan kons#m. Oleh karena itu, bagi lembaga keuangan
syari’ah, seperti perbankan syari’ah termasuk thrdaya lembaga keunagan mikro
Syari‘ah seperti BMT, yang menerapkan sistem pateyikjaminan dalam pemberian
kredit atau pembiayaan kepada nasabahnya, teraudsgat menerapkan sistem

jaminan yang saat ini telah ada dan berlaku dinaega
3. Implementasi Hukum Jaminan pada BMT

Dalam prakteknya BMT/koperasi dalam pemberian pembiayadmedit
selalu menjalankan “sistem pengaman”, yaitu mermi&éon debitur dari berbagai
aspek. Aspek-aspek dalam pemberian kredit lebibrdikprinsip the 5 C’s. Pada
sasarannya konsep 5 C ini akan dapat memberikarmati mengenai itikad baik
(willingness to pay)dan kemampuan membayability to pay nasabah untuk
melunasi kembali pinjaman beserta bungaflys. C tersebut yaitu: Character
(Watak Calon Debitur), Capacity (Kemampuan), Cagfermodalan), Collateral
(Jaminan) dan Condition (Kondisi).

Dari kelima aspek tersebut karakter merupakan fakdgoenting dalam
penilaian pemberian pembiayaan (kredit) karena di@k dengan keinginan
seseorang untuk melakukan pembayaran utang. KpndaBMT telah bertindak
sesuai dengan prinsjprudence(hati-hati) akan tetapi di dalam prakteknya masih
ditemukan beberapa kasus terkait dengan pembiagagara lain sebagai berikut:

a) Pembiayaan Tanpa Adanya Jaminan

Sebagaimana telah disebutkan pada bab Il, bahwah ssdtu produk
pembiayaan yang diberikan oleh BMT ada@ardh al-Hasan Dalam prakteknya
bahkan pembiayaan dalam skema ini tidak menggunjakaman. Bahkan debitur

% Rachmadi Usman, 200Aspek-aspek Hukum Perbankan di IndoneBif. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, hal. 246.
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hanya berkewajiban megambalikan pokok (jumlah uamy diberikan) saja, tanpa
dikenakan bagi hasilnya.

Umumya Qardhul hasan diberikan kepada nasabah jelab dikenal
berkarakter baik, dan yang tidak mampu serta pembaia yang diajukan tidak
mencapai sejumlah Rp. 500.080.

Qardh al-Hasanni juga menjadi salah satu solusi altuntuk meagfintuk

menangani pembiayaan yang bermasalah hingga tahegt.m

b) Bentuk Barang Jaminan yang Beragam
Di BMT, jaminan yang dapat digunakan adalah sunettsberharga seperti :
sertifikat tanah, Surat Keputusan Pegawai dan Bdmbayaran Kendaraan
Bermotor. Apabila nasabah tidak mempunyai suratdagrharga maka jaminannya
dapat berupa barang yang pengadaannya dibiayaBdidh
Barang Jaminan yang dapat digunakan di BMT adalah :
» Sertifikat tanah atau surat bangunan lainnya.
* Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
e Surat Keputusan (SK) Pegawai.
» Slip Gaji (Struk Gaji) dan Pensiun (Karip).
» Akta Nikah.
Disamping itu juga ditemukan banyak beberapa BMigymenggunakan jaminan
berupa
e Surat Perintah Kerja (SPK),
* Deposito,
e Tabungan,
« Dan bahkan ada ditemukan beberapa BMT yang mengamiaan berupa

dokumen pribadi misalnya: ljazah, Surat ljin Pasar

% Untuk beberapa BMT bahkan ada yang tidak menawafkaduk gardhul hasan karena
dinilai tidak dapat memberikan jaminan terhadapupa&hasan utang. Ada juga BMT yang menawarkan
produk ini dengan ketentuan khusus misalnya surdaea yang dipakai berasal dari dana ZIS, dengan
batasan jumlah < satu juta.
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Nilai barang jaminan itu biasanya selalu lebih besaripada nilai
pembiayaan / kredit yang diberikan. Jaminan ini adbungannya dengan resiko,
yaitu berupa kemungkinan terjadinya penunggakaru dteedit macet yang
mengakibatkan dana tidak produktif, atau menjddnigi sama sekali

Beragamnya jenis barang jaminan yang dipakai olefi Bnenurut penulis
akibat beragamnya masyarakat kecil yang menjadibadisyang tidak mempunyai
jaminan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan.

Hal tersbut dapat dimaklumi karena nasabah BMT giahabesar adalah
masyarakat menengah ke bawah. Dan memang BMT $elofiigai solusi keuangan
bagi mereka yang tidak bisa tersentuh atau tedajah lembaga keuangan Bank.

c) Pengikatan Jaminan di Bawah Tangan

BMT sebagai pemegang barang jaminan pembiayaaii/kitearus bisa
membuktikan bahwa barang-barang tersebut masilaitedengan kredit yang
diberikannya. Untuk itu BMT melakukan pengikatamhtglap barang jaminan.
Pengikatan barang jaminan berbeda untuk jenis bayamg satu dengan jenis
barang lainnya.

Menurut aturan yang berlaku bahwa pengikatan bajamgnan tanah dan
kapal untuk tonase tertentu harus dilakukan di padgpejabat yang berwenang.
Untuk jaminan tanah harus di depan Pejabat PenitkiatTanah.

Oleh karena itu kita mengenal beberapa jenis patayikbarang jaminan
antara lain yaitu: APHT (Akta Pengikat Hak Tanggamg APTH adalah akta yang
memuat tentang nomor sertifikat, tanggal penerb#artifikat, luas tanah, lokasi
tanah dan barang-barang yang ada di atas tanabuéserta besarnya beban hutang
yang diletakkan/dipertanggungjawabkan di atas tamefsebut. APHT harus
didaftarkan di Badan Pertanahan Negara.

Akan tetapi oleh BMT pengikatan jaminan tidak selalengan APHT.
Terhadap pemberian pembiyaan dalam jumlah besaa BIsK menerapkan aturan
tersebut, yakni mengikat jaminan tersebut dengaHARitau Fidusia. Akan tetapi
untuk pembiyaan pembiayaan bersekala kecil menetgalkecil, maka pengikatan
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jaminan hanya dilakukan di bawah tangan. Dalam tpkalya kreditur
menandatangani sejumlah berkas yang menyatakarenadiay kepemilikan kepada

pihak debitur yang dibubuhi dengan materai saja.

d) Penanganan Pembiayaan yang Bermasalah
Secara garis besar pola atau bentuk penangananigyaan bermasalah
yang perlu dilakukan yaitu:
1. Penyehatan Pembiayaan Bermasalah
Upaya penyehatan dapat dilakukan dengan melalaicaaa :
1. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)
Menekankan kondisi perubahan ketentuan yang hamyayangkut Jadwal
Pembayaran dan atau Jangka Waktu, dengan mendasdadisi
kemampuan nasabah di dalam melakukan pemenuharild@wtasilitasnya
kepada BMT.
2. Penataan Kembali (Restructuring)
Menekankan kondisi perubahan daripada sebagiansafamh ketentuan-
ketentuan pembiayaanberkaitan dengan jenis danidiostduktur fasilitas
pembiayaanyang telah diberikan kepada nasabah.
3. Persyaratan Kembali (Reconditioning)
Menekankan kondisi sebagian atau seluruh ketergaarbiayaan termasuk
perubahan jangka waktu dan persyaratan-persyadaianya sepanjang
tidak menyangkut perubahan kondisi struktur faslipembiayaanyang telah
diberikan kepada nasabah.
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Langkah penanganan penanaman bermasalah melaj@ ppayelesaian ini
merupakan langkah akhir dan dilaksanakan apabilayd&a upaya
penyehatan tidak dapat berhasil atau sulit dilakuka
Dalam pelaksanaanya upaya penyelesaian dikelompolda@am dua
langkah yang paling mendasar, yaitu melalui : Lamgklon Litigasi dan
Langkah Litigasi
a. Langkah Non Litigasi
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b. Langkah Litigasi

4. Akibat Hukum Penerapan Hukum Jaminan Pada BMT

Pada dasarnya, sektor BMT di Indonesia sangat tesrpio untuk

dikembangkan lebih jauh jika BMT mampu mengatagrk@han-kelemahan dalam

operasionalisasinya yang sampai saat ini telah al@painya beberapa BMT

berhenti beroperasi.

a)

b)

Kekuatan hukum Pengikatan Jaminan di Bawah Tangan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa BMT, dalagtakoukan
pengikatan jaminan, ada yang diikat bawah tangamrtinya bahwa pengikatan
jaminan tersebut hanya dibuat oleh kedua belahkpylaag cukup dibubuhi
materai saja.

Menurut hukum, bahwa kedudukan hukum perjanjiansi@ secara di
bawah tangan adalah sebagai perjanjian jaminarsifidgang tidak memenuhi
syarat formalitas sesuai Undang-Undang Jaminanskidyang mewajibkan
dengan akta notaris dan didaftarkan, tidak bebadtiwa perjanjian jaminan itu
batal, akan tetapi jika konsumen/debitur wanpréesigsu cidera janji, maka
lembaga pembiayaan konsumen harus melakukan gugatdata ke pengadilan
yang mana perjanjian itu hanya sebagai perjanjiasab yang tidak mempunyai
kekuatan bagi lembaga pembiayaan konsumen itu aelbagditur preferensi
(yang didahulukan) atas jaminan kebendaan tersebut

Atau dengan kata lain bahwa pengikatan jaminanebeis tidak
mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Ini berbaihwa bilamana terjadi
sengketa kredit/pembiayaan, yang akhirnya berujyrapa tuntutan di
Pengadilan. (proses litigasi), maka BMT sebaganggang barang jaminan
tidak mempunyai bukti yang kuat di mata hukum.

Sengketa Penyelesaian Pembiayaan

Ada tiga pilihan yang dapat dilakukan bila mengiphdaengketa

pembiayaan dengan nasabah, yaitu :

a. Dengan jalan musyawarah atau mufakat.
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b. Dengan jalan memperoleh keadilan melalui Badantrade Syariah
Nasional (BASYARNAS).

c. Dengan jalan penyelesaian sengketa melalui lemBagzdilan.

Langkah ini ditempuh apabila tidak tercapainya kamafakat melalui
jalan musyawarah dan menempuh jalan BASYARNASktlaerhasil.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahu®8 ZDentang
Perbankan Syariah dan Undang-Undang No. 3 Tahuf 8fftang Peradilan
Agama, terdapat ketentuan bahwa sengketa yang mgytaekonomi syariah
menjadi kewenangan Peradilan Agama. Untuk itu déiannsula tentang pilihan
dalam menyelesaikan sengketa yang memuat peradiggeri atau Peradilan
Niaga seharusnya diubah menjadi Peradilan Agamhb,inhasesuai dengan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun J@®Bang Perbankan
Syariah, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilaku&harmpengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama.

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penye&assengketa selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaigketa dilakukan
sesuai dengan isi Akad.

3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pdada)ayiaak boleh
bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang3Ndahun 2006
Tentang Peradilan Agama yang telah menegaskan b#&esadilan Agama
mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dalyetesaikan perkara
di bidang ekonomi syariah yang termasuk di dalambgak syariah. Jika
wewenang untuk menangani perselisihan dan sengkatah di selesaikan di
Peradilan Umum yang landasan memeriksa dan mengsatigketa bukan
dengan landasan hukum syariah, jelas menimbulkemgsalahan hukumyang
cukup rumit, dimana penyelesaian sengketa melagwadian umum akan
bertentangan dengan hukum syariah, sebab Peradiggeri atau Peradilan
Niaga sebagai lembaga peradilan konvensional tdakgkin mengadili suatu

perkara dengan landasan hukum syariah, maka sagdt jika masalah
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sengketa syariah di selesaikan secara konvensimedn dengan lembaga
peradilan yang berlandaskan syariah

Akan tetapi hingga saat ini masih belum ada BMTgyameneruskan
perkaranya sampai pada pengadilan. BMT lebih bamelkkukan musyawarah
mufakat (berunding) untuk menyelesaikan sengkelgbi lagi jika pengikatan
jaminannya hanya bawah tangan, sehingga tidak mayapkekuatan hukum

untuk mengeksekusi jaminan bila nasabah wanpretasi.
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BAB Il
KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebbgrikut:

1. BMT — BMT di Kota Semarang dalam memberikan Pendaay/ kredit telah
menerapkan prinsip kehati-hatiaprifdentia) dan telah menerapkan prinsip-
prinsip umum sebagaimana yang diatur oleh hukumingm yang berlaku
yaitu:.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yanggatar tentang
perjanjian dan kredit. (1131 dan pasal 1132).

b. Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang-Undang Nahii 1996)

c. Undang - Undang Fidusia (Undang-Undang No. 42 T41999)

d. Dan peraturan lainya yang terkait dengan pembiak&eadit dan jaminan

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syari'@amging menerapkan

hukum jaminan sebagaimana tersebut di atas, BM& jugnerapkan hukum

jaminan menurut Hukum Islam, antara lain:

a. Gadai Rahn

b. Jaminan Kafalah)

c. Mudharabah dan Musyarakah

2. Dalam Prakteknya, BMT — BMT di kota Semarang, tiga&nerapkan hukum
jaminan seperti yang diharapkan peraturan —peratig@bagaimana yang
dimaksud kaw in book).Di sana ditemukan penyimpangan — penyimpangan
(devias) misalnya:

a. Beragamnya barang jaminan yang dipakai, sehingtgk tsemua barang
jaminan tersebut dapat memenuhi aturan perundangan.

b. Pengikatan barang jaminan yang hanya di bawah manD#&arenakan
beragamnya barang jaminan yang dipakai, maka sdalua barang jaminan
dapat diikat sesuai dengan peraturan, misalnya sdwntuk benda

bergerak, atau Hak Tanggungan untuk benda tak tadrge
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c. Eksekusinya barang jaminan sering hanya dilakukamydn bawah tangan
yang hal ini rawan terhadap penyimpangan.

3. Akibat hukum pelaksanaan hukum jaminan yang demikia mengakibatkan
dampak sebagai berikut:

a. Barang jaminan yang diikat hanya dengan bawah tangakalipun
perjanjiannya (akadnya) tidak batal akan tetapigp@tan barang jaminan
tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. .

b. Penyelesaian sengketa hanya bisa dilakukan secasyamarah tidak
sampai pada upaya litigasi ke pengadilan. Jika aipagyn litigasi tidak
berhasil dan upaya litigasi tidak mempunyai kekuatakum maka yang
terjadi adalah penyitaan dengan pemaksaaan untakjigaya dilakukan

eksekusi barang jaminan.

B. SARAN — SARAN

1. Hendaknya para pelaku BMT betul-betul menerapkarkutmu jaminan
sebagaimana yang dimaksudkan peraturan perundadgan juga tidak
bertentangan dengan aturan hukum Islam. Hal ittakismdkan agar persoalan
BMT tidak semakin ruwet yang pada akhirnya berujpada kematian BMT itu
sendiri

2. Keberadaan BMT memang bisa menjadi solusi masatalanigan khususnya
bagi masyarakat kecil menengah ke bawah, denganddit tumbuh pesatnya
BMT di berbagai tempat. Oleh karena itu sudah senyasditerbitkan peraturan
yang mengatur keberadaan BMT dan operasionalisadifgrena hingga saat ini

eksistensi BMT di mata hukum masih dalam persimpang

C. PENUTUP
Akhirnya dengan iringan ucapan alhamdulillahirabaidmin, penelitian ini
dapat terselesaikan, dengan menyadari bahwa hasi€lipan ini jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu pemulis mengharagdia@m dan kritik konstruktif

dalam upaya perbaikan penelitian ini ke depan.
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